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Jakarta, 3 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang ketiga Pengujian UU 

No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Selasa (03/04), 

pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR.  

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh Putut 

Prabantoro dan Kiki Syahnakri. Para Pemohon telah mengikuti sidang Perbaikan 

Permohonan Pengujian UU tersebut pada Senin (19/03) lalu. Adapun materi yang diujikan 

yaitu pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang berbunyi: 

 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003 
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: 

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan 
penerimaan Negara pada khususnya; 

b. mengejar keuntungan; …” 

 Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003 
Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa 
penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham 
Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pada sidang Perbaikan Permohonan, para Pemohon meminta MK menyatakan norma yang 

diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai bahwa maksud dan tujuan utama pendirian BUMN adalah 

mengejar keuntungan dan kemudian memberikan manfaat kepada publik. 

Dalam permohonan yang diperbaiki, para Pemohon menjelaskan Pasal 2A ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada 

BUMN dan PT (PP Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN 

dan Persero) yang menyebutkan bahwa pemberian modal dari negara kepada BUMN atau 

Persero dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Adapun APBN 

membutuhkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, Pemohon juga meminta MK agar frasa 

“ditetapkan dengan peraturan pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN, dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang 

frasa tersebut tidak dimaknai sebagai “dengan persetujuan DPR.” (Raisa) 
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